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Program Kekhususan : Hukum Admiistrasi Negara

ABSTRAK

Guru honorer memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan
pendidikan, namun realitas menunjukan bahwa banyak guru honorer masih
menerima upah yang jauh dari standar kelayakan hidup, dalam UUD 1945
Khususnya pasal 27 ayat (2) dan pasal 28D ayat (2) telah menjamin hak setiap
warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah terkait
pemenuhan hak konstitusional guru honorer atas upah yang layak serta faktor yang
mempengaruhi tidak terpenuhinya hak konstitusional guru honorer terkait upah
yang layak. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan
mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
permasalahan, serta pcnarikan kesimpulan secara deduktif. Data dari penelitian ini
diperoleh dari berbagai sumber seperti, buku, jurnal, doktrin serta internet. Adapun
hasil dari penelitian ini (1) Kebijakan yang telah dibuat pemerintah seperti Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang No 20 Tahun 2023, Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018,
Permendikbud Nomor 63 Tahun 2023, namun implementasi di lapangan masih
belum optimal, (2) Faktor yang mempengarubhi tidak terpenuhinya upah yang layak
bagi guru honorer yaitu, Faktor struktural, faktor substansi hukum, dan faktor
budaya hukum.

Katz Xunci: hak konstitusional, guru honorer, upah layak, kebijakan
peinerintah.
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ABSTRAC

Honorary teachers have an important role in supporting the sustainability of
education, but reality shows that many honorary teachers still receive wages that
are far from the standard of living, in the 1945 Constitution, especially Article 27
paragraph (2) and Article 28D paragraph (2) have guaranteed the right of every
citizen to obtain decent work and a decent living. This study aims to determine how
government policies related to the fulfillment of the constitutional rights of
honorary teachers to decent wages and factors that influence the failure to fulfill the
constitutional rights of honorary teachers related to decent wages. This research
method is normative legal resecarch by examining various laws and regulations
related to the problem, as well as drawing conclusions deductively. Data from this
study were obtained from various sources such as books, journals, doctrines and the
intemet. The results of this study are (1) Policies that have been made by the
government such as Law Number 14 of 2005, Law Number 20 of 2023,
Government Regulation Number 56 of 2012, Government Regulation Number 49
of 2018, Minister of Education and Culture Regulation Number 63 of 2023, but
implementation in the ficld is still not optimal, (2) Factors that influence the failure
to fulfill decent wages for honorary teachers, namely, structural factors, legal
substance factors, and legal culture factors.

Keywords: constitutional rights, honorary teachers, living wages, government
policy.
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BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Setiap bangsa memiliki keinginan untuk menjadi negara maju, termasuk
Indonesia yang juga bercita-cita untuk mencapai kemajuan. Salah satu kunci
kemajuan suatu negara adalah kualitas sumber daya manusianya, yang
sangat bergantung pada sistem pendidikannya. Negara-negara maju
umumnya sangat memprioritaskan pendidikan, sehingga pendidikan
menjadi fondasi yang sangat penting dan krusial untuk menciptakan
generasi yang cerdas dan mewujudkan cita-cita yang diinginkan oleh
Negara.'Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945, menyebutkan bahwa Negara melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial.

Frase diatas menjelaskan terdapat kewajiban bagi negara tentang
bagaimana caranya membuka peluang kerja seluas-luasnya agar semua
rakyat mendapat kesejahteraan dan memerlukan suatu dasar pengaturan

dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau konstitusi. Untuk

! Safitta Amanah, Paradigma Pemerintah Terhadap Upah Guru Honorer Dalam Perspektif
Hokum, Jurnal Penelitian Bidanghukum Universitas Gresik Vokume 11 Nomor 4,November 2022
Pissn 2089-7146-Eissn 2651-5567.Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Hlm. 309



memenuhi tujuan terebut membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya
manusia yang diwujudkan dalam masyarakat madani yang taat hukum,
berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi.?

Untuk mencapai tujuan nasional, negara perlu melakukan upaya
berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya,
dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
memperhatikan perkembangan sosial. Salah satu aspek penting yang harus
terus diperhatikan dan diperbaiki adalah sistem administrasi negara, yang
harus mengacu pada hukum administrasi negara sebagai dasar dan batasan
dalam pelaksanaan pemerintahan.®

Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan
negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan negara yang satu ini
untuk memastikan warga negara Indonesia memperoleh kesempatan
mengenyam pendidikan berkualitas serta layak. Sejak kemerdekaan
Indonesia, pemerintah sudah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan
dan membebaskan Tanah Air dari buta huruf. Mencerdaskan kehidupan
bangsa ini juga menjadi tugas pemerintah, negara serta masing-masing
individu. Agar bangsa Indonesia bisa mendapatkan janjang pendidikan
terbaik. Dengan adanya masyarakat cerdas, maka kemajuan dan
pembangunan negara akan kian mudah dicapai. Sebagai warga negara,

untuk mencapai tujuan pencerdasan adalah dengan mengenyam pendidikan

2 Adhasita, Neisya, et al. “Revolusi Mental Membangun Peradaban Masyarakat Bermoral
Profetik Di Era Society”. At-Taqwa: Jurnal Pendidikan dan Islamic Studies 1.2 (2023).

3 Rifdani, Firda. “Pemahaman Konseptual Tentang Hukum Administrasi Negara”. Jurnal
Ilmu Hukum Kyadiren 1.2 (2020): 189- 201.



setinggi-tingginya. Nantinya masyarakat pandai serta cerdas mampu
menyejahterakan dan memajukan taraf hidup sebuah bangsa.

Keterlibatan langsung guru memainkan peran krusial dalam proses
pembelajaran. Mahatma Gandhi menyatakan bahwa guru adalah sumber
pengetahuan yang paling autentik bagi siswa-siswanya. Pendidik yang
kompeten dan memiliki keterampilan tinggi sangat penting untuk
menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan standar tinggi
suatu negara. Namun, harapan ini bisa terhalang oleh berbagai masalah di
bidang pendidikan, salah satunya adalah kesenjangan antara guru honorer
dan guru PNS. Kesenjangan ini terlihat dari gaya hidup guru honorer yang
sering kali masih kurang memadai.

Ada ketidakadilan ketika guru, yang berperan penting dalam mendidik
generasi masa depan, menerima gaji yang jauh lebih rendah dibandingkan
insinyur. Perbandingan yang lebih adil seharusnya dilakukan antara guru
honorer dan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki tugas dan
kewajiban serupa namun dengan perbedaan nominal gaji yang sangat
mencolok. Banyak guru honorer di Indonesia masih dibayar di bawah Upah
Minimum Regional (UMR), dan proporsi guru honorer di banyak sekolah
di Indonesia seringkali lebih tinggi dibandingkan dengan guru PNS di

berbagai provinsi.*

4 Endang Susilowati, S.H., M.H., Keadilan Sosial dan Perlindungan Guru di
Indonesia,(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press),2023



Data terkait pemberian upah/gaji guru honorer dari tahun 2022-
2023. Sebanyak 74 persen responden dalam hal ini survei yang dilakukan
terhadap 304 guru di 25 provinsi menunjukkan bahwa mereka mempunyai
gaji dibawah Rp 2.000.000 serta sebagianya lagi dibawah Rp. 500.000 hal
ini didasarkan berdasarkan Lembaga Riset Institute for Demographic and
Poverty Studies (IDEAS) dan GREAT Edunesia Dompet Dhuafa.® Hal ini
menunjukkan bahwa rentang gaji tersebut berada di bawah Upah Minimum
Kabupaten-Kota (UMK) 2024 terendah di  Indonesia yaitu
Kab Banjarnegara.

Dengan rantang gaji tersebut guru khususnya guru honorer masih
belum mampu guna mencukupi kepentingan hidupnya dengan baik. Hal ini
juga dikarenakan gaji guru honorer berbeda dengan gaji guru PNS.® Dalam
hal ini landasan yuridis dari kisaran honorium berbagai jenis pekerjaan
termasuk guru honorer telah diatur dalam “Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 83/PMKO02/2022 Kategori honorarium pengajar dibagi menjadi dua
kategori, yaitu pengajar honorer yang berasal dari luar satuan kerja
penyelenggara dan pengajar honorer yang berasal dari satuan kerja
penyelenggara, besaran gaji pengajar honorer yang berasal dari luar satuan
kerja penyelenggara adalah sebesar Rp 300,000 di sisi lain, pengajar

honorer yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara adalah Rp

> CNN Indonesia, Survai 74 Persen Guru Honorer Digaji Dibawah 2
Juta,https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240521141422-20-11100402/survei-74-persen-
guru-honorer-digaji-di-bawah-rp2-juta/amp.diakses pada 29 agustus 2024.

® Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 telah menetapkan kisaran
honorarium bagi berbagai jenis jasa atau pekerjaan, termasuk untuk guru non-PNS



200,000 dan dalam Peraturan Menkeu di atas juga disebutkan kisaran
honorarium bagi guru yang mendapatkan tambahan tugas”. Berikut
rinciannya:
a. Pembuat atau perancang han ujian: Rp150.000 — Rp 190.000
perpelajaran.
b. Pengawas ujian: Rp240.000 — Rp270.000
c. Pemeriksa hasil ujian: Rp5.000 — Rp 7.500 permurid
Guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat
strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan. Menurut
Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-
Undang Guru dan Dosen(UUGD), guru adalah pendidik profesional dengan
tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,
menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini
jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 39 ayat (1)
menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi
profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan
terhadap guru dalam melaksanakan tugas.” Berkaitan dengan akhlak serta
pembentukan kepribadian merupakan tanggung jawab seorang guru yang
dapat diaplikasikan dengan melakukan pengasuhan mengajarkan

kepemimpinan serta keteladanan. Tugas guru menjadi terakumulasi yaitu

7 Pasal 39 ayat 1 Undang-undang No 14 tahun 2005 tentang memberikan perlindungan

terhadap guru dalam melaksanakan tugas



mendidik serta mengajar dimana kedua hal tersebut bukanlah hal yang
mudah apabila di akumulasikan. Hal ini didasarkan dengan melihat
banyaknya beban administrasi lain yang juga harus diemban oleh seorang
guru, meskipun rancangan administrasi yang telah dibuat terkadang tidak
memiliki kesesuaian dengan apa yang dibutuhkan di ruang kelas di
karenakan setiap siswa memiliki kemampuan niat serta motivasi untuk
belajar. Tugas yang diemban oleh seorang guru menjadi semakin kompleks
dikarenakan mengharuskan seorang guru untuk memperbaiki akhlak dan
sikap perilaku siswa lain daripada diharuskan untuk menunjang progres
peningkatan prestasi akademik siswa. Ironisnya tanggung jawab ini dipukul
rata ke semua guru baik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri sipil
maupun non-PNS, meskipun kedua status ini memiliki tingkat
kesejahteraan yang berbeda akan tetapi memikul beban yang sama.
Kesejahteraan guru bukan PNS seringkali bersinggungan dengan peraturan
yang telah ditetapkan di dalam undang-undang. Meskipun undang-undang
telah memberikan perlindungan terhadap guru yang mencakup
perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan
dan kesehatan kerja (Pasal 39 ayat2 UUGD).2 Berkaitan dengan
perlindungan terhadap kesejahteraan guru salah satu bentuknya adalah
perlindungan profesi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)

UUGD. Makna perlindungan profesi sebagaimana yang diatur pada Pasal

8 Ahmad Junaidi., Pendidikan dan Kesejahteraan Guru: Tinjauan Yuridis dan
Praktis,(Jakarta: encana Prenada Media Group).2021



39 ayat (4), yaitu “Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang
tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan
terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat
guru dalam melaksanakan tugas”. Perlindungan profesi bagi guru harus
diimplementasikan secara nyata, mengingat pendidikan merupakan
landasan utama bagi pembangunan suatu negara. Untuk mencetak individu-
individu yang berkualitas, diperlukan juga guru-guru yang berkualitas. Oleh
karena itu, meskipun terdapat perbedaan status kepegawaian, guru-guru
yang berkualitas tetap berhak mendapatkan jaminan serta fasilitas untuk
meningkatkan kesejahteraan yang setara.’ Dengan demikian, pemerintah
daerah serta sektor swasta perlu memastikan adanya perlindungan profesi
bagi guru yang setara dengan profesi lainnya, sehingga guru layak diakui
sebagai tenaga kerja profesional.

Guru honorer merupakan bagian integral dari sistem pendidikan di
Indonesia, berperan signifikan dalam mendidik generasi penerus bangsa.
Meskipun kontribusinya sangat besar, status mereka sering kali tidak
mendapatkan perhatian yang memadai, terutama dalam hal pemenuhan hak
konstitusional atas upah yang layak. Sejatinya, tenaga honorer dalam

perkembangannya bertujuan untuk membantu kinerja aparatur sipil negara

® Abdul Atsar Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru dan Dosen di Indonesia,(
Yogyakart:a Graha [lmu ),2020



yang kinerja nya kurang maksimal dan membutuhkan bantuan dalam
menjalankan fungsi dari pemerintah daerah yaitu salah satunya dalam hal
pelayanan publik yang merupakan fungsi dari Pemerintah Daerah itu
sendiri.Mengenai apakah peranan tersebut telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan apakah pelaksanaannya berhasil,
kenyataannya sering kali peran yang dilaksanakan tidak sebanding dengan
hasil yang diperoleh.°

Saat ini, masih banyak instansi pemerintahan yang mempekerjakan
tenaga honorer tanpa memberikan perhatian yang memadai, terutama di
daerah terpencil, sehingga banyak di antara mereka yang hidup dalam

kondisi ekonomi yang kurang sejahtera.!!

Kurangnya perhatian dari
pemerintah dan kesempatan bagi tenaga honorer untuk menunjukkan
potensi mereka seringkali menyebabkan mereka terjebak dalam status
honorer tanpa peluang untuk memperbaiki kehidupan dan berkembang.?
Jaminan kesejahteraan harus diberikan kepada semua pihak, termasuk
tenaga kerja. Kesejahteraan ini dapat diukur dari sejauh mana tenaga kerja

bebas dari gangguan, mendapatkan keamanan dan perlindungan dari

berbagai aspek, serta terpenuhinya kebutuhan mereka. Dengan pemenuhan

1 Dedy Pranata, Syarifuddin Pettanase, dan Iza Rumesten RS, Peranan Tim Pengawal dan
Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam
Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa, Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 1, No.
3,29 Juni 2019, him. 214.

1 Arifin, Wandi, and Ridwan Arifin. “Asas Keadilan Upah Guru Honorer dalam Perspektif
Hukum (Principle of Justice for Honorary Teacher Wages in a Legal Perspective)”. Riau Law
Journal 3.1 (2019): 85-104.

12 Rosyadi, Slamet. “Prospek Pengembangan Aparatur Sipil Negara Berbasis Merit
Peluang dan Tantangan untuk Membangun Birokrasi Profesional dan Berintegritas” Jurnal
Kebijakan dan Manajemen PNS, Vol.8, No.1, Juni, 2015, hlm. 53.



kebutuhan materiil, spiritual, sosial, dan lainnya, tenaga kerja akan dapat
menjalani kehidupan yang lebih baik dan ideal.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (ASN) memiliki paradigma bahwa aparatur Negara merupakan
sebuah profesi.!® Sebelumnya, aparatur negara terdiri dari Pegawai Negeri
Sipil (PNS) dan pegawai tidak tetap berdasarkan undang-undang lama.
Namun, dengan berlakunya UU No 20 Tahun 2023, pengkategorian ini
diubah menjadi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK).Pengaturan mengenai PPPK ini menggantikan ketentuan tentang
pegawai tidak tetap yang berlaku sebelumnya.*

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Keberadaan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak dapat dipungkiri
telah membantu dalam menyelesaikan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
(PNS) di birokrasi, meskipun juga menimbulkan berbagai masalah.'® PPPK
dianggap sebagai solusi baru, baik untuk tenaga tidak tetap yang telah
bekerja di pemerintah sebelum undang-undang ini diterbitkan, maupun
untuk menarik minat tenaga profesional untuk bergabung sebagai Aparatur
Sipil Negara (ASN) tanpa harus khawatir mengenai kesenjangan perlakuan
dibandingkan dengan PNS. Untuk melengkapi pengaturan PPPK, pada

tahun 2018 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang

13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara

4 Wulan Pri Handini & Danang Risdiarto, Problematika Perlindungan Hukum Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pemerintah, Jurnal
Legislasi Indonesia Vol 17 No. 4, Desember 2020, hlm. 503.

15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara
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Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.!® Peraturan ini
mengatur manajemen berbasis sistem merit dan diharapkan dapat
menghasilkan PPPK yang efektif dalam menjalankan tugas pelayanan
publik, tugas pemerintahan, serta tugas pembangunan tertentu.

Tenaga honorer memiliki harapan dan ketergantungan besar pada
pemerintah. Masa bakti yang panjang dalam pemerintahan menjadi alasan
utama mengapa mereka sangat mengharapkan pengangkatan sebagai ASN.
Mereka berharap bahwa kesempatan ini akan memberikan jaminan

kepastian dan perbaikan dalam taraf hidup mereka.!’

Meningkatkan
jaminan kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab utama
negara. Negara harus memastikan bahwa setiap rakyat mendapatkan
kehidupan yang layak, hak hidup yang sesuai, dan perlakuan yang adil. Ini
termasuk memberikan jaminan pekerjaan dan gaji yang memadai agar para
pekerja dapat mencapai taraf hidup yang ideal. Dengan memberikan
kesempatan dan perbaikan dalam kesejahteraan, prinsip keadilan dapat
tercapai dengan lebih baik.’®* Hingga saat ini, porsi peningkatan
kesejahteraan yang diberikan pemerintah kepada pegawai honorer masih
sangat minim, terlihat dari rendahnya upah dan ketiadaan jaminan

kesejahteraan. Berdasarkan konsepsi keadilan, sangat pantas jika tenaga

honorer diberikan peningkatan kesejahteraan. Sebagai bagian penting dari

16 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja

17 Nurhadi. (2022). Inilah Perbedaan Honorer, PNS, dam PPPK.

18 Yustinus Suhardi Ruman, “Keadian Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan”,
Humaniora, Vol. 3, No. 3, Oktober 2019, him. 348



11

roda administrasi pemerintahan, tenaga honorer seharusnya mendapatkan
apresiasi yang layak atas kontribusi dan kinerja mereka.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) secara tegas
menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun, realitas menunjukkan
bahwa banyak guru honorer yang masih menerima upah jauh di bawah
standar kelayakan?®. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan
guru itu sendiri, tetapi juga berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan
yang diberikan kepada siswa. Ketidak adilan dalam pemenuhan upah layak
ini dapat menurunkan motivasi kerja, yang pada akhirnya merugikan proses
pendidikan secara keseluruhan.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh guru honorer
adalah rendahnya upah yang diterima, yang sering kali jauh di bawah
standar kelayakan hidup. Meskipun mereka memiliki tanggung jawab yang
sama dengan guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), upah yang
diterima guru honorer sering kali tidak sebanding dengan beban kerja yang
harus mereka tanggung.?® Rendahnya upah ini berdampak langsung pada
kualitas hidup guru honorer dan mempengaruhi motivasi serta kinerja
mereka dalam mengajar. Ketidakadilan ini juga mencerminkan kurangnya
penghargaan terhadap peran penting mereka dalam sistem pendidikan.

Masalah ini diperparah oleh kurangnya jaminan pekerjaan dan hak-hak

19 Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

20 Suripatty, Gustian. “Standar Prosedur Pelaksanaan Rekrutmen dan Seleksi Aparatur Sipil
Negara”. Jurnal Sosio Sains 5.2 (2019): 79-90.
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lainnya, seperti asuransi kesehatan dan pensiun, yang seharusnya menjadi
hak dasar setiap pekerja. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan sosial dan
ekonomi yang signifikan di kalangan tenaga pengajar.?! Selain itu,
rendahnya upah dan kurangnya perlindungan sosial menyebabkan banyak
guru honorer harus mencari pekerjaan sampingan untuk mencukupi
kebutuhan hidup, yang pada akhirnya dapat mengurangi fokus dan dedikasi
mereka dalam menjalankan tugas mengajar. Oleh karena itu, pemenuhan
hak konstitusional guru honorer atas upah yang layak menjadi isu yang
mendesak untuk segera diselesaikan guna memastikan keberlanjutan
pendidikan yang berkualitas di Indonesia.

Akibatnya, kualitas pendidikan di Indonesia dapat terpengaruh
secara negatif. Guru honorer yang harus bekerja tambahan di luar jam
mengajar untuk mencukupi kebutuhan hidup mungkin mengalami
kelelahan, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas mereka dalam
mengajar.?? Selain itu, rendahnya motivasi dan perasaan tidak dihargai dapat
menyebabkan penurunan semangat dalam memberikan pendidikan terbaik
kepada siswa. Ketidakstabilan ekonomi juga bisa mendorong guru honorer
untuk meninggalkan profesi tersebut, mengakibatkan kekurangan tenaga

pengajar yang berkompeten.

2l Permana, Mohammad Igbal. perlindungan hukum bagi guru honorer terhadap upah di
bawah upah minimum kabupaten (umk) di kabupaten cianjur dalam perspektif hak asasi manusia.
Jurnal diss. fakultas hukum unpas, 2022.

22 Rohman, M. (2020). Problematika Guru dan Dosen dala Sistem Pendidikan Nasional.
Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan, 14.
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Kondisi memilukan dihadapi oleh seorang guru honorer yaitu
berupa pendapat yang tidak stabil, tidak mendapatkan tunjangan seperti
yang yang didapatkan oleh guru PNS sehingga hal ini menyebabkan guru
honorer harus menghadapi kesulitan dalam mengabdi di masyarakat selama
bertahun-tahun?®. Meskipun kesejahteraan guru honorer tidak diperhatikan
akan tetapi tentunya mereka memiliki harapan hidup sejahtera yang sama
seperti guru dengan status PNS. Dari “Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2012, bagi pegawai honorer yang berumur paling tinggi 46 tahun
yang telah bekerja selama 20 tetap tahun dan dapat diangkat menjadi calon
guru tetap setelah melalui beberapa seleksi administratif, integritas,
kesehatan dan kompetisi, dimana guru honorer yang telah bekerja kurang
dari 20 tahun akan mengangkat menjadi seorang calon guru tetap”.?

Karena jika seorang guru honorer hanya mengandalkan
penghasilannya yang jauh dari Upah Minimum Regional (UMR) ataupun
gaji seorang PNS maka hal tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan
hidup sehari-hari. Bagaimana tidak didalam Peratuaran Menteri Nomor 1
Tahun 2018 Tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah (BOS)
disebutkan bahwa pembayaran honor guru atau tenaga kependidikan dan
non kependidikan honorer di sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah
daerah dapat menggunakan dana BOS paling banyak 15% (lima belas

persen) dari total bos yang diterima, belum lagi jumlah guru honorer

23 Simatupang, R, Korelasi Kesejahteraan Guru Dengan Motivasi Kerja Dalam Pelaksanaan
Prosespembelajran, Usm Law Review, 2018, hlm. 34.

24 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer
menjadi calon pegawai negri sipi.
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disekolah tidak hanya satu maka kemakmuran masih dijadikan persoalan
serta pertanyaan dimasyarakat Indonesia.?®

Untuk hal ini, Pemerintah perlu memperdulikan kemakmuran guru
dari pembagian upah yang adil. Karena gaji guru donor terlalu rendah untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari di zaman kita, menurut “Undang-Undang
Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, Guru honorer di sekolah berhak
menerima gaji sesuai dengan kontrak kerja yang dibuat oleh pekerja (guru
honorer)  dengan  pemberi  kerja  (sekolah  swasta  yang
memperkerjakannya)”.?®® Persoalan mengenai pemenuhan hak atas
upah/gaji yang layak agar dapat meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga
honorer yang saat ini perlu diperhatikan oleh pemerintah,Pembahasan ini
sangat menarik untuk diteliti karena sejauh ini kebijakan yang ada masih
sulit untuk di terima karena prinsip keadilan atas pemberian upah guru
honorer masih susah untuk diterapkan. Oleh sebab itu, untuk membahas
penelitian ini secara mendalam penulis tertarik untuk membahas tulisan ini

dengan judul penelitian “PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL

GURU HONORER ATAS UPAH YANG LAYAK”.

2 Peratuaran Menteri Nomor 1 Tahun 2018 Tentang petunjuk teknis bantuan operasional
sekolah (BOS).
% Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalah yang akan
dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah terkait pemenuhan hak guru honorer
atas upah yang layak ?

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya hak

konstitusional guru honorer terkait upah yang layak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka dalam penelitian ini
memeiliki tujuan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah terkait pemenuhan hak guru
honorer atas upah yang layak.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya

hak konstitusional guru honorer terkait upah yang layak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat baik secara
teoritis maupun praktis sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis

a. Secara teoritis penulis berharap melalui penelitian ini kiranya dapat

memberikan sumbangan kontribusi pada pemahaman terhadap
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penelitian yang penulis teliti, serta penelitian ini dapat memberikan
wawasan baru tentang bagaimana keadilan sosial dapat diterapkan
dalam sistem pendidikan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi
distribusi kesejahteraan di kalangan tenaga pendidik.

b. Penelitian ini memperkaya pemahaman teoritis tentang hak-hak
konstitusional, khususnya dalam ranah ketenagakerjaan. Dengan
menyoroti ketidaksesuaian antara ketentuan konstitusional dan
praktik di lapangan.

2. Manfaat Praktis

a. Terhadap Kebijakan Upah Guru Honorer
Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki
kebijakan terkait upah guru honorer. Data dan temuan dari penelitian
ini bisa menjadi bukti bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk
meninjau kembali sistem pengupahan guru honorer, memastikan
mereka menerima upah yang sesuai dengan standar kelayakan
hidup.

b. Terhadap Motivasi dan Kinerja Guru
Upah yang lebih layak akan meningkatkan motivasi kerja para guru
honorer. Ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja mereka dalam
proses belajar-mengajar, yang pada gilirannya akan berdampak

positif pada kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa.
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E. Kerangka Teori

Berbagai pandangan dan rumusan dari landasan teori, penulis
menggunakan rumusan pandangan para ahli (doktrin) sebagai patokan
untuk menjawab permasalahan yang terkait dalam penulisan penelitian ini,

adapun teori yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum,
yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan,
ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat
yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai
berikut :

a. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya
upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara
mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya
untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut?’.

b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau
upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-
wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum,
untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga
memungkinkan manusia untuk menikmat martabatnya sebagai

manusia.

27 Satjipto Rahardjo,/lmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2021,hal 53.
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¢. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk
melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai
atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan
dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup
antara sesama manusia.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum
pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan
pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga
masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan
pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai
makhluk individu dan makhluk social dalam wadah negara kesatuan
yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai
kesejahteraan bersama?®. Pendapat mengenai pengertian untuk
memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH.
Hukum 1alah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang
biasanya beersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat
negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan
dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyrakat®°.

Keterkaitan antara teori pemerintahan hak konstitusional guru honorer
atas upah yang layak dan teori perlindungan hukum terletak pada upaya

negara untuk menjamin hak-hak dasar warga negaranya, termasuk guru

28 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta. Sinar Grafika,2014,
hlm 10.

2 Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan: Medan area University
Press,2012,Hal 5-6.
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honorer. menyatakan bahwa pemerintah wajib memastikan hak-hak
konstitusional setiap warga negara terpenuhi. Dalam konteks guru
honorer, hak atas upah yang layak diakui sebagai bagian dari hak
ekonomi yang harus dijamin oleh negara. Pemerintah berkewajiban
untuk mengatur dan menerapkan kebijakan yang memastikan guru
honorer mendapatkan upah yang setara dengan pekerjaan yang mereka
lakukan. Teori Perlindungan Hukum menggaris bawahi bahwa setiap
individu berhak mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak yang
dimiliki, termasuk hak atas upah yang layak. Jika guru honorer tidak
mendapatkan upah yang sesuai, mereka berhak mendapatkan
perlindungan melalui mekanisme hukum, seperti mengajukan gugatan

atau mencari keadilan melalui lembaga terkait.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu
sejak lahir dan tidak dapat dicabut. Hak-hak ini bersifat universal dan
tidak tergantung pada latar belakang ras, agama, status ekonomi, atau
kondisi sosial seseorang. 3®°Hak asasi manusia mencakup berbagai aspek
kehidupan, termasuk hak atas kesehatan. Menutut John Locke
mendefinisikan Hak Asasi Manusia adalah sebagai hak yang diberikan
oleh Tuhan kepada manusia yang melekat sejak lahir dan tidak dapat

dipisahkan oleh kekuasaan apa pun. Hak ini mencakup hak hidup,

% Jimly Asshiddiqie, Hukum Hak Asasi Manusia, Depok: Rajawali Pers ,2017.
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kebebasan, dan kepemilikan. Sedangkan Menurut Thomas Hobbes
menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak alami yang
melekat pada setiap individu sejak lahir, yang mana hak tersebut harus
dilindungi oleh negara. Menurutnya, manusia menyerahkan sebagian
haknya kepada negara melalui perjanjian sosial untuk mendapatkan
perlindungan.

Pemenuhan Hak Asasi Manusia, khususnya dalam hak-hak
konstitusional, termasuk hak atas upah yang layak bagi guru honorer,
adalah manifestasi dari prinsip-prinsip HAM seperti kesetaraan, non-
diskriminasi, dan tanggung jawab negara. Hak atas upah yang layak bagi
guru honorer merupakan bagian dari hak untuk bekerja dan
mendapatkan penghasilan yang adil, yang tercantum dalam konstitusi.
Prinsip kesetaraan menuntut bahwa para guru honorer, yang
menjalankan peran penting dalam pendidikan, harus diperlakukan setara
dengan guru yang berstatus tetap, terutama dalam hal kompensasi®!. Jika
guru honorer mendapatkan upah yang jauh lebih rendah dibandingkan
dengan rekan-rekan mereka yang berstatus PNS, hal ini mencerminkan
ketidaksetaraan dan potensi diskriminasi.

Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap
guru, termasuk guru honorer, mendapatkan upah yang layak sesuai

dengan tanggung jawab mereka. Ini sejalan dengan prinsip tanggung

31Siti Nurbaiti ,Hukum HAM di Indonesia Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum
Nasional dan Internasional,Jakarta: kencana,2018.
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jawab negara untuk memenuhi dan melindungi hak-hak konstitusional
warga negaranya. Dengan memberikan upah yang layak, negara tidak
hanya memenuhi kewajibannya tetapi juga memajukan kesejahteraan

dan martabat para guru honorer sebagai bagian integral dari masyarakat.

3. Teori Upah

Upah merupakan suatu imbalan atau penerimaan yang diberikan
oleh pengusaha kepada tenaga kerja atas suatu jasa pekerjaan yang telah
dilakukan (Undang-Undang Tahun 2003 No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan). Kemudian menurut Dewan Penelitian Pengupahan
Nasional (2012), Upah merupakan jaminan keberlanjutan tenaga kerja
yang lebih dinamis, yang ditentukan dan dievaluasi dalam bentuk mata
uang tertentu sesuai dengan perjanjian, undang-undang, dan peraturan
yang berlaku. Pembayaran upah ini harus dilakukan sesuai dengan
kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian kerja antara pemberi kerja
dan penerima kerja.®? Dari asumsi “Adam Smith, dalam The Wealth of
Nations (1776), gagal mengajukan teori upah yang definitif, tetapi ia
mengantisipasi beberapa teori yang dikembangkan oleh orang lain dan
Smith berpendapat bahwa upah ditentukan di pasar melalui hukum
penawaran dan permintaan, dimana pekerja dan pengusaha secara alami
akan mengikuti kepentingan diri mereka sendiri, tenaga kerja akan

tertarik pada pekerjaan yang paling membutuhkan tenaga kerja, dan

32 Suci Flambonita, S. H. Hukum Ketenagakerjaan Telaah Keberlakuan Undang-Undang
Ketenagakerjaan Bagi Home Base Workers Di Indonesia Perspektif Upah Yang Layak. Media Nusa
Creative (MNC Publishing), 2023.
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kondisi ketenagakerjaan yang dihasilkan pada akhirnya akan
menguntungkan seluruh masyarakat”.

Meskipun mengkaji berbagai elemen yang dianggap penting bagi
pekerjaan, Smith tidak menganalisa permintaan serta penawaran pekerja
serta tidak mendapati pola yang konsisten. Namun, ia mengantisipasi
pengembangan yang signifikan dalam teori modern dengan
menyarankan bila mutu kemampuan pekerja ialah penentu pokok
keberhasilan ekonomi. Lalu disebut pula bila pekerja perlu diberi upah
maksimal bila ia ingin menanggung biaya mempelajari keterampilan
baru, yang merupakan asumsi yang tetap berlaku dalam teori sumber
daya manusia kontemporer. Smith yakin bila dalam persoalan negara
berkembang, upahnya perlu diatas taraf kelayakan hidup untuk
merangsang perkembangan populasi.

Menghubungkan teori upah Adam Smith dengan pemenuhan hak
konstitusional guru honorer atas upah yang layak dapat memberikan
perspektif tentang bagaimana upah mereka seharusnya ditentukan dan
diatur. Menurut Adam Smith, upah alami adalah tingkat upah yang
cukup untuk memungkinkan pekerja bertahan hidup dan memenuhi
kebutuhan dasar. Dalam konteks guru honorer, upah alami ini bisa
dianggap sebagai upah minimum yang harus mereka terima agar dapat
menjalani kehidupan yang layak, sesuai dengan hak konstitusional

mereka. Namun, banyak guru honorer di Indonesia menerima upah yang
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jauh di bawah kebutuhan hidup minimum, sehingga mereka tidak

mencapai tingkat upah alami ini.

F. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam

mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran
yang telah ditentukan.
1. Jenis Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang mana
fokus utamanya adalah analisis terhadap berbagai norma hukum, dokumen
resmi, peraturan perundangan-undangan, serta interpretasi hukum yang
relevan.®® Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan,
yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan
dokumen lain yang berhubungan untuk menjawab isu penelitian ini.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:
a. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)
Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah
semua undang-undang dan semua regulasi yang berkaitan dengan isu
hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah

salah satu metode dalam penelitian hukum yang memfokuskan diri pada

33 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta ,
2017, him.35.
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analisis dan interpretasi terhadap teks-teks peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Pendekatan ini berupaya untuk memahami dan menjelaskan
bagaimana hukum tertulis diterapkan dalam praktek, serta bagaimana
norma-norma hukum yang ada membentuk sistem hukum.

b. Pendekatan konseptual (conceptual approach)

Pendekatan  konseptual adalah metode penelitian yang
menggunakan kerangka konseptual atau teori untuk menganalisis,
menjelaskan, dan mengkaji masalah hukum. Pendekatan ini berusaha untuk
mengidentifikasi dan mengeksplorasi ide-ide dasar yang membentuk norma
hukum, serta bagaimana konsep-konsep ini diterapkan dalam praktik

hukum dan dalam sistem hukum secara keseluruhan.

. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber utama yang berisi norma-

norma hukum, aturan-aturan, dan dokumen hukum resmi yang
digunakan sebagai acuan dalam penelitian hukum. Bahan hukum
primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang undangan
sebagai berikut:
1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

tercantum pada Lemba Negara Republik Indonesia Tahun 2005
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4)

S)

6)

7)

8)
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Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor
4586.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara tercantum pada Lemba Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia
Nomor 6897.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
tercantum pada Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 39,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor
4279.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang
Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri
Sipil.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana
Bantuan Operasional Pedidikan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan

Pejanjian Kerja yang Bekerja pada Instansi Daerah.
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b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah sumber-sumber informasi yang tidak
langsung berasal dari teks hukum itu sendiri, tetapi memberikan
penjelasan, interpretasi, dan konteks tambahan untuk memahami dan
menganalisis hukum. Berbeda dengan bahan hukum primer yang terdiri
dari undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan, bahan hukum
sekunder membantu menjelaskan bagaimana hukum diterapkan dan
dikembangkan serta memberikan perspektif tambahan. Bahan hukum
sekunder bisa berupa buku, tulisan atau pendapat para ahli yang di
tuangkan dalam sebuah artikel atau jurnal
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian
Dalam penelitian ini, bahan yang digunakan adalah data sekunder,
yaitu data yang didapatkan melalui kajian literatur atau tinjauan terhadap
berbagai referensi atau bahan pustaka yang relevan dengan topik atau materi
penelitian. Data ini sering disebut sebagai bahan hukum.
5. Teknik Analisis Bahan penelitian
Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode
analisis kualitatif yaitu analisis data bertitik tolak pada usaha-usaha
penemuan asas-asas dan informasi untuk mencapai kejelasan masalah yang
dibahas dengan tidak menggunakan rumus matematis.Serta metode ini
memiliki tujuan guna memahami gejala yang diteliti. Pengumpulan bahan
hukum, kualifikasi, dan menarik keterkaitan hubungan antara teori, masalah

yang diangkat, serta bahan hukum yang dipergunakan, serta penarikan



27

kesimpulan menjadi serangkaian tahap yang dilakukan dalam melakukan

analisis kualitatif dalam penelitian ini

. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara
deduktif, dengan menghubungkan temuan-temuan dari analisis bahan
hukum primer dan sekunder dengan teori yang relevan. Kesimpulan diambil
berdasarkan interpretasi logis dari data yang dikumpulkan, memastikan

bahwa hasilnya menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.
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